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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ba B Be 
ta T Te 
s|a s | Es (dengan titik di atas) 
jim J Je 
h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
kha Kh Ka dan ha 
dal D De 
z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ra R Er 
zai Z Zet 
sin S Es 
syin Sy Es  dan ye 
s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
„ain …„… Koma terbalik di atas 
gain G Ge 
fa F Ef 
qaf Q Ki 
kaf K Ka 
lam L El 
mim M Em 
nun N En 
x 
 
wau W We 
ha H Ha 
hamzah ...'… Apostrop 
ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
Fathah A A 
Kasrah I I 
Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
Fathah dan ya Ai a dan i 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2. Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
2. Qi>la 
3. Yaqu>lu 
4. Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rabbana 
2. Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Taꞌkhuduna 
3. An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
xv 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Desi Benari Tulus Anjarsari, NIM 132121058,“PERAN DINAS 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS 
PPKB DAN P3A) KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERLINDUNGAN 
ANAK  KORBAN KEKERASANSEKSUAL.” 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Salah satu lembaga formal yang memberi perlindungan terhadap anak 
adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan daerah dibidang keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap 
anak. 
Metode penelitian yang  digunakan adalah penelitian lapangan field 
Research dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif 
atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. 
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menemukan theori yaitu theori 
peran atau roleteori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi 
perilaku di dalam organisasi, bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk 
sebagai lawan dari perilaku atau tindakan, dengan demikian strategi dan struktur 
organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role 
perception. 
 
Kata Kunci: Peran, Perlindungan, Kekerasan. 
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ABSTRACT 
 
Desi Benari Tulus Anjarsari, NIM 132121058, "The Role of Control of 
Population And Family Planning And Empowerment of Women and Child 
Protection (DKAS PPKB and P3A) Wonogiri Refency in Providing Child 
Protection on Sexual Violence Victims" 
Child protection is all activities to guarantee and protect children and their 
rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with 
human dignity and values, and to be protected from violence and discrimination. 
One of the formal institutions that provide protection for children is 
Family Planning and Women Empowerment and Child Protection Control Office 
that is planning and implementing the area of family planning, family welfare and 
women empowerment and protection against victims of violence against children. 
The research method used is field research Field research can also be 
considered as a broad approach in qualitative research or as a method for 
collecting qualitative data. 
After conducting this research, researchers found theory of role theory or roleteori 
this role provides a conceptual framework in behavioral studies within the 
organization, that role "involves the pattern of product creation as opposed to 
behavior or action, thus the strategy and organizational structure also proved to 
influence role and perception of role or role perception. 
 
 
 
Keywords: Role, Protection, Violence. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang 
sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 
pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana 
pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu 
negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia  berarti 
melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia 
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual 
berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
1
 
Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak 
berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun 
sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan - perlindungan 
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 
dan perkembangan dengan wajar.
2
 
Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
                                                          
 
1
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali,2011), hlm. 1 
2
Ibid, hlm. 2 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3
Sedangkan di 
dalampasal 1 angka 15a dalam Undang-undang Perlindungan anakbahwa 
kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anakyang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4
 Hampir seluruh 
penulis bersepakat bahwa kekerasan itu terdiri dari kekerasan fisik, psikis dan 
kekerasan seksual.
5
 Sedangkan definisi kekerasan fisik adalah berupa 
tindakan penyerangan secara fisik, untuk lebih jauhnya dijelaskan kekerasan 
fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tajam, atau benda-
benda lain yang berhubungan dengan tekhnologi (misal listrik) juga cara 
untuk melakukan kekerasan fisik.
6
 Penggunaan kekerasan dapat 
menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata 
tajam, dan luka goresan sampai dengan luka yang dapat menimbulkan 
kematian. Sedangkan kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa 
akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman 
kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. 
7
 
Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan 
biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari : 
                                                          
3
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum teradap Anak dan Perempuan,(Bandung:Rafika 
Aditama,2012 ), hlm 70. 
4
Lihat Undang-Undang No 35 tahun 2014 
5
Aroma Elmina Martha,proses pembentukan hukum kekerasan terhadap perempuan di 
Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm  4 
6
Ibid, hlm 5 
7
Ibid, hlm. 7. 
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a. Familial Abuse 
Familial Abuse merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan 
darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi 
pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, termasuk dalam 
pengertian icest 
b. Extrafamilial Abuse 
Extrafamilial abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di 
luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang 
dewasa di sebut pedophile yang menjadi korban utamanya adalah anak-
anak.
8
 
Sedangkan dampak dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan 
menimbulkan dampak yang berbeda-beda antara pengalaman yang traumatis 
pada usia dini dan timbulnya kelompok gejala depresi,mania pada masa 
dewasa. Pada anak yang mengalami sexual abuse bisa mengalami gejala 
kejiwaan tergantung pada kepekaan anak, cacat yang ditinggalkan dan 
macam dari penganiayaannya, usia anak, dan hubungan secara menyeluruh 
antara anak dan pelaku . 
Anak yang menjadi korban sexcual abuse sering kali menunjukkan 
keluhan-keluhan somatis tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan di 
sekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, 
kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, 
fobia, cemas, perasaan terluka yang bersifat permanen. 
                                                          
8 . Nisha Amalia putri dan I ketut sudantra, kajian Yuridis pidana denda terhadap 
kekerasan seksual pada ank dibawah umur,”Portal Garuda, (Bali), 2015 hlm 2. 
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Gejala depresi sering dilaporkan terjadi pada anak-anak yang 
mengalami sexcual abuse dan biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah 
dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan 
permanen. Dilaporkan juga mereka kurang dapat mengontrol implus-
implusnya dan sering menyakiti diri sendiri. Pada para remaja sering 
tumbuh tingkah laku bunuh diri. 
Sexcual abuse sering juga merupakan faktor presdiposisi untuk 
berkembangnya gangguan dissosiative identity (gangguan kepribadian 
ganda). Gangguan kepribadian ambang juga dilaporkan pada beberapa 
penderitaan yang mempunyai sejarah pernah mengalami sexcual abuse. 
Demikian juga, dilaporkan bahwa di antara mereka yang remaja banyak 
yang kemudian terlibat pada penggunaan zat.
9
 
Terhadap korban dilakukan pemulihan, untuk kepentingan pemulihan, 
korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, 
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. wajib memberikan 
pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk 
menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban. Dalam rangka 
pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,relawan 
pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
10
 
Di wilayah Kabupaten Wonogiri terdapat banyak kasus tentang 
kekerasan seksual pada anak dari 25 kecamatan. Kecamatan yang tergolong 
                                                          
9
Bagong Suyanto, Masalah Sosial  Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 
hlm. 104-105. 
10
Maidin Gultom,Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,(Bandung: Refika 
Aditama,2012), hlm  21. 
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banyak mengenai kasus kekerasan seksual adalah di Kecamatan Baturetno, 
Kecamatan Wonogiri, Kismantoro dan Kecamatan Purwantoro.
11
Dalam 
kasus kekerasan di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2016 Dinas PPKB dan 
P3A Kabupaten Wonogiri mendampingi kasus kekerasan seksual pada anak 
sebanyak 36 Anak.
12
Faktor yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan 
seksual dikarenakan kurangnya pemahaman agama, orang tua merantau 
sehingga anak kurang pengawasan dari orang tua, Faktor ITE karena 
berkenalan di facebook maupun SMS salah masuk . Selain itu juga karena 
masalah kemiskinan.
13
 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. berkedudukan di JL. 
Mayjen Sutoyo No.26, wonokarto, kec.Wonogiri, kabupaten Wonogiri. 
Dinas PPKB dan P3A terdiri dari 3 badan yaitu KB, KS dan PP. Dinas 
PPKB dan P3A tersebut mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang keluarga Berencana, Keluarga 
Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan. Fungsi Dinas PPKB dan P3Ayaitu 
pertama, perumusan kebijakan teknis dan perencanaan progam kerja bidang 
keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan. 
Kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 
keluarga berencana keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan. 
                                                          
11
Wawancara Ibu Dra. Rodiyah,MM (kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas 
PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri) kamis 9 Maret 2017, jam 09.00-09.20 WIB. 
12
Wawancara Ibu Theresia Esti Hastuti, S.H (ka sub bidang perlindungan anak, Dinas 
PPKB dan P3A kabupaten wonogiri) Rabu 3 Mei 2017, jam 09.30-09.35 WIB 
13
Wawancara Ibu Ririn Riadiningsih (Fulltimer P2TP2A Kab. Wonogiri) jumat 21 Juli 
2017 10.00-10.30 
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Ketiga, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga 
berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaaan perempuan lingkup 
kabupaten. Keempat, pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang keluarga 
berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan. Kelima, 
pelaksanaan kesekretariatan badan. Keenam, pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat banyaknya kasus 
tentang kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri, oleh karena 
itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran Dinas PPKB 
dan P3A Wonogiri dalam memberikan perlindungan  terhadap anak korban 
kekerasan seksual dan respon keluarga korban terhadap peran yang 
diberikan Dinas PPKB dan P3A. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana Peran Dinas PPKB dan P3A terhadap Perlindungan Anak 
korban kekerasan seksual? 
2. Bagaimana Respon Keluarga Anak Korban Kekerasan Seksual terhadap 
Peran dari Dinas PPKB dan P3A? 
 
 
                                                          
14
http:// Dinas PPKB dan P3 Wonogirikab.go.id/web/kontent/6/tugas_pokok_dan_fungsi, 
diakses 4 april 2017.  hlm. 1 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A 
Kabupaten Wonogiri terhadap korban kekerasan seksual. 
2. Untuk mengetahui Respon korban kekerasan seksual terhadap peran yang 
dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi jurusan hukum keluarga, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
kajian dan pengetahuan. 
b. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 
mengenai kekerasan seksual terhadap anak serta perlindungan anak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi korban, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 
pemahaman bagi korban kekerasan seksual dalam memperoleh 
perlindungan. 
b. Bagi Dinas PPKB dan P3A, hasil penelitian ini dapat memberikan 
informasi hasi; perlindungan yang dijadikan pedoman untuk 
perbaikan perlindungan terhadap anak selanjutnya. 
c. Bagi pemerintah, hasil ini dapat memberikan informasi dan masukan 
bagi pemerintah guna untuk perbaikan yang akan datang. 
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d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk 
memberikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap korban 
kekerasan seksual terhadap anak. 
 
E. Kerangka Teori 
 Peran atau role menurut Dougherty & Pritchartd dalam Bauer, teori 
peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di 
dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola 
penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan, lebih lanjut, 
Dougherty & Pritchard dalam Bouer mengemukakan bahwa relevansi suatu 
peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai 
dan pengamat. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti 
mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception. 
Scoott er al dalam kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, 
yaitu : 
1. Peran itu bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan 
harapannya bukan individunya. 
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan 
dalam suatu pekerjaan tertentu. 
3. Peran itu sulit dikendalikan. 
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa 
perubahan perilaku utama.  
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5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama seseorang yang melakukan suatu 
pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.
15
 
Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan 
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskiminasi. Perlindungan 
anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk 
mencegah rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 
perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental 
maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak 
agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
16
 
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan bahwa pengertian Anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.  
Suhandjati mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban 
kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan 
psikologis, trauma emosial, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi 
juga sosial dan kultural.
17
 
                                                          
15
 https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi,  diakses 
12  juni  2017. 
16
Maidin Gultom,Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,(Bandung: Refika 
Aditama,2012), hlm 70. 
17
M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi 
Fenomenologi,”Portal Garuda,( Malang ), vol.8 nomor 2, 2011, hlm.3.  
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Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 
hubungan seksual, pemaksaan, hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan 
atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk 
tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
18
 
Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak pasal (23) ayat 1 
menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, dan Pemerintahan Daerah menjamin 
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan 
hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang tua lain yang secara hukum 
bertanggung jawab terhadap Anak, ayat 2 menjelaskan Negara, pemerintah 
dan Pemerintahan Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
19
 
 Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak diJelaskan 
bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 
minat dan bakat. ayat 1a menjelaskan bahwa  setiap anak berhak 
mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dan kejahatan seksual dan 
kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan, sesama 
peserta didik, dan atau pihak lain, ayat (2) menjelaskan bahwa selain 
mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) Anak 
                                                          
18
Nisha Amalia putri dan I ketut sudantra, kajian Yuridis pidana denda terhadap 
kekerasan seksual pada ank dibawah umur,”Portal Garuda, (Bali), 2015 hlm. 1. 
19
Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang Tentang Perlindungan 
anak pasal 23. 
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penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak 
yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
20
 
Sedangkan batasan umur dalam perlindungan anak yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan dalam Pasal 
47.Menyebutkan bahwa. Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( 
delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di 
bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala 
perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
21
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam 
suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi 
penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari 
penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Disamping itu, Tinjauan 
Pustaka juga menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi 
penelitian yang sudah pernah dilakukan. 
Untuk mendukung pembahasan mengenai perlindungan anak korban 
kekerasan seksual,dalam penelitian ini, penulis akan mengacu pada beberapa 
literatur, baik berupa buku maupun skripsi. Beberapa buku maupun jurnal 
                                                          
20
Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Undang-Undang tentang perlindungan 
anak pasal 9. 
21
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal          
47. 
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penelitian yang dianggap dapat mewakili dan dijadikan referensi dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan masalah 
perlindungan anak korban kekerasan seksual diantaranya , “ perlindungan anak 
yang dilacurkan menurut hukum positif dan hukum islam” oleh M Fabri 
Rahman mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan Syari‟ah program studi Hukum 
keluarga tahun 2014 yang membahas tentang perlindungan anak yang 
dilacurkan menurut hukum positif dan hukum islam dan membahas tentang 
sanksi pidana terhadap anak yang dilacurkan dalam hukum positif dan hukum 
islam.
22
 
” Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi tentang pendampingan 
pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak rekso dyah Utami Di 
Yogyakarta terhadap korban kekerasan Dalam Rumah Tangga)” oleh 
Fatihatin mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan Syari‟ah program studi Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyah tahun 2008 berisi tentang P2TPA ( Pusat Pelayanan 
Terpadu Perempuan dan Anak) Rekso Dyah Utami melakukan berbagai 
kegiatan pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak korban kekerasan. Bentuk- 
Bentuk kekerasan dalam Rumah tangga yang ditagani P2TPA Rekso Dyah 
Utami mencakup beberapa aspek, yaitu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi 
serta seksual. Proses penanganan P2TPA Rekso Dyah Utami DIY terhadap 
kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pendampingan medis, 
                                                          
22Febri Rahman, “Perlindungan Anak yang dilacurkan menurut hukum positif dan hukum 
Islam‟‟, Skripsi  tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2014.   
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sosial, psiklogis, perkawinan dan hukum penggunaan kelima pendampingan 
ini tergantung dari permasalahan perempuan.
23
 
“Perlindungan Anak Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan (Studi 
Komparatif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak” oleh Anisa Suci Rohana mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan 
Syari‟ah program studi hukum keluarga tahun 2013 berisi tentang 
perlindungan anak dalam pemeriksaan di pengadilan menurut UU No.3 tahun 
1997 tentang pengadilan Anak dengan Undang-Undang No.11 TAHUN 2012 
TENTANG Sistem Peradilan Pidana Anak dan perkembangan regulasi 
perlindungan anak dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
24
 
“Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak 
korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak ( studi di pengadilan surakarta)” oleh Vani 
Rahmawati mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Hukum 2010 berisi 
tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 
pencabulan menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak 
                                                          
23
Fatihatin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi tentang pendampingan pusat 
pelayanan terpadu perempuan dan anak Rekso Dyah Utami Di Yogayakarta terhadap korban 
kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, Skripsi  tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Surakarta, Surakarta, 2008.   
24Anisa Suci Rohana, “Perlindungan Anak Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan 
 ( Studi Komparatif Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, Skripsi  tidak 
diterbitkan, Jurusan Syariah Program studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) 
Surakarta, Surakarta, 2013    
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korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak.
25
 
“Pendampingan Anak korban kekerasan fisik dilembaga 
Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta, oleh Indah Amalia mahasiswa UIN 
Yogayakartajurusan Studi Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi 2015 berisi tentang pendampingan anak korban kekerasan fisik 
dilembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta dan kendala yang dihadapi 
para pekerja sosial dalam menangani kasus tentang perlindungan anak.
26
 
Dari penelitian diatas dengan peneliti yang sekarang terdapat 
persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Adapun persamaannya adalah 
terletak pada pembahasan tentang Perlindungan Anak korban kekerasan, 
sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah objek yang digunakan 
oleh peneliti yaitu Peran Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dan 
Respon keluarga korban kekerasan seksual pada anak terhadap peran dari 
Dinas PPKB dan P3A.  
 
G. Metode penelitian 
Metode penelitian merupakan unsur paling penting dalam sebuah 
penelitian. Metode diartikan sebagai suatu cara untuk mengetahui jawaban 
                                                          
25Vani Rahmawati,” Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak 
korban kekerasan pencabulan menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak ( studi di pengadilan surakarta),”https;//eprint.uns.ac.id/5837/, diakses 4 April 2017 
26
Indah Amalia,”Pendampingan Anak korban kekerasan fisik dilembaga Perlindungan 
Anak(LPA)Yogyakarta”,https;//www.google.com/search/q=pendampingan+anak+korban+kekeras
an+fisik+dilembaga+perlindungan+anak&oe=utf-8, diakses 4 April 2017 
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dari permasalahan yang diteliti. Dan dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapanganfield Research dapat 
juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau 
sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya 
adalah bahwa peneliti berangkat ke „lapangan‟ tentang suatu fenomenan 
dalam suatu keadaan alamiah.
27
 
2. Sumber Data 
 Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang 
berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala 
informasi untuk keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagaian 
saja dari informasi yang berkaitan dengan penelitian.
28
 
a. Data primer 
  Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data.
29
 Data tersebut berupa keterangan-keterangan 
yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara 
melalui pihak-pihak yang mengetahui objek yaitu kepala bagian 
pemberdayaan perempuan serta pihak yang terkait dengan itu di Dinas 
                                                          
27
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 
2007), hlm 26. 
28
Tatang  M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
1995), hlm. 130. 
29
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 
137. 
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PPKB dan P3AKabupaten Wonogiri dan wawancara dengan korban 
dan keluarga korban kekerasan seksual. 
b. Data Sekunder  
  Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen, pamflet, brosur, data kekerasan seksual tahun 
2016.
30
 Fungsi dari data ini adalah memberikan keterangan tambahan 
atau keterangan pendukung data primer. 
c. Metode Pengumpulan Data 
  Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
penelitian in adalah sebagai berikut :  
1) Metode Interview (wawancara) 
 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
merupakan pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
merupakan pihak yang memberikan jawaban atas suatu 
pertanyaan diajukan kepadanya.
31
Wawa ncara didefinisikan 
sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan 
tertentu. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak 
data yang berguna bagi penelitiannya.
32
Dalam penelitian ini  
                                                          
30
Ibid, hlm. 137 
31
Haris Herdiansyah, Wawancara, observasi, dan Focus Groups, (Jakarta : Rajawali 
Pers), hlm. 29. 
 
32
Samiaji Sarosa,  Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm 
45. 
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melakukan wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan 
perempuan serta para anggotanya guna mendapatkan interfasi 
yang jelas dan akurat mengenai kekerasan seksual terhadap anak 
dan wawancara terhadap korban dan keluarga korban kekerasan 
seksual. 
2) Metode Dokumentasi  
 Dokumentasi merupakan suatu teknik data yang dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 
tertulis, gambar maupun elektronik.
33
 Dokumen yang diperlukan 
dalam penelitian ini berupa buku, surat kabar, dam lain 
sebagainya yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak 
di Dinas PPKB dan P3AKabupate Wonogiri.  
d. Analisis Data 
  Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu suatu metode sebagai prosedur, pemecahan 
masalah yangdiselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan 
subjek/objek dari penelitian berdasarkan fakta yang tampak 
sebagaimana adanya. 
 
 
 
                                                          
33
Nana Syaodih Sukamadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm. 221. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka 
pembahasan dalam dan penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan 
sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini, secara runtut mencangkup 
lima bab yaitu sebagai berikut:  
Bab pertama, didahului dengan bab pendahuluan yang memberikan 
gambaran umum, mengenai judul skripsi ini dengan menguraikan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Pada bab kedua, pengertian perlindungan anak, yang berisi pengertian 
peran, pengertian anak, pengertian, perlindungan anak, pengertian korban, 
dan pengertian kekerasan seksual. 
Pada bab ketiga, Gambaran umum Dinas PPKB dan P3A Wonogiri. 
Berisi tentang Peran Dinas PPKB dan P3A Wonogiri dalam memberikan 
perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.   
Pada bab keempat, membahas tentang analisis peran perlindungan 
anak korban kekerasan seksualdan respon korban terhadap peran  
Perlindungan Anak diDinas PPKB dan P3A Wonogiri. 
Pada bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 
Setelah diuraikan secara terperinci pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya 
mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan 
dalam karya ilmiah ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula, demi perbaikan 
dan kesempurnaan dari perlindungan anak korban kekerasan seksual. 
19 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PERAN 
 
A. Konsep Dasar Anak dan Perlindungan anak 
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai 
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam 
berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang 
lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu 
mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik 
maupun sosial.
34
 
1. Anak 
a. Pengertian anak 
Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 
pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 
pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 
masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia.
35
Anak menurut 
kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua bisa juga 
diartikan manusia yang masih kecil. Sama halnya menurut W.J.S 
poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah 
                                                          
34
 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: 
PT Rafika Aditama), hlm 69 
 
35
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 1. 
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turunan yang kedua juga diartikan manusia yang kecil.
36
 Anak 
merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan 
sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial 
secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
37
 
Menurut the minimum Age ConventionNomor 138, pengertian 
tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. 
Sebaliknya, dalam Convention on the Right of the child yang telah 
diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 
1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke 
bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai 
penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang RI 
Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, menyebutkan 
bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum 
menikah. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak 
terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun.
38
 
Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) 
memuat batas  antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 
tahun,kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun 
                                                          
36 M. Fabri Rahman, “Perlindungan anak yang dilacurkan menurut hukum positif dan 
hukum islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2014, hlm 18. 
37
Huruf a Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. 
38
Abu Huraerah, Child Abuse kekerasan terhadap anak, (Bandung : Penerbit Nuansa, 
2007), hlm 31. 
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dan pendewasaan. Pasal ini senada dengan pasal 1 Angka 2 UU No. 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak 
merumuskan secara eksplisit tentang perlindungan anak, tetapi dapat 
dijumpai antara lain pada pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai 
batasan usia 16 tahun. Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana 
(KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia 
pengertian anak, namun memberi wewenang kepada hakim untuk 
melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri 
sidang.Undang-undang tentang Perkawinan, batasan untuk disebut 
anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. Sedangkan Undang-undang 
kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
39
 
Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi 
Undang-undang Nomor35 tahun 2014 menyatakan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.
40
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Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia ..., hlm 3 
40
Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang Tentang Perlindungan 
Anak pasal 1 ayat (1)   
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b. Hak-Hak Anak 
Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada 
mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang 
dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak untuk 
diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.
41
 Hak anak 
secara universal telah ditetapkan melalui sidang Umum PBB pada tanggal 
20 Nopember 1959, dengan proklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. 
Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang 
tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak 
tersebut mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh 
prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu : 
Prinsip 1 : setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam 
deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan 
deskriminasi. 
Prinsip 2 : setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus 
diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh 
peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara 
fisik, mental, moral, spiritual, dan sosialdalam cara yang sehat 
dan normal. 
Prinsip 3 : setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas 
kebangsaan. 
Prinsip 4 : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. 
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Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesi ..., hlm 13 
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Prinsip 5 : setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami, 
kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan 
pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. 
Prinsip 6 : setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan 
seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.  
Prinsip 7 : setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan 
atas dasar wajib belajar.  
Prinsip 8 : setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan 
dan bantuan yang pertama.  
Prinsip 9 : setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, 
tindak kekerasan, dan eksploitasi. 
Prinsip 10 : setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi 
berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
42
 
 Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap 
hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, 
seperti yang tertuang dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, 
yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak 
anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak 
dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Secara terperinci dapat dilihat pada yang berikut ini:
43
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Hak-Hak Anak dalam Konvensi PBB ( Keppres No. 36 Tahun 1990) : 
1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman. 
2) Memeperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk 
kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. 
3) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban 
orang tua serta keluarga. 
4) Keluarga mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin 
perkembangan dan kelangsungan hidup anak.  
5) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan 
diasuh oleh orang tuanya. 
6) Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan 
keluarga. 
7) Hak untuk tinggal bersama orang tua. 
8) Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. 
9) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat. 
10) Memperoleh informasi dan beraneka ragam sumber yang diperlukan. 
11) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 
penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah serta 
penyalahgunaan seksual. 
12) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan 
pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang sah). 
13) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi 
kewajiban negara. 
25 
 
 
 
14) Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi. 
15) Hak perawatan khusus bagi anak cacat.44 
16) Memperoleh pelayanan kesehatan. 
17) Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial) 
18) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental 
dan sosial. 
19) Hak anak atas pendidikan. 
20) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat 
dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya. 
21) Hak atas perlindungan dari eksploitasi seksual.  
22) Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan 
anak. 
23) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek 
kesejahteraan anak. 
24) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi. 
25) Hukum acara peradilan anak. 
26) Hak memperoleh bentuan hukum baik di dalam atau di luar 
pengadilan. 
Hak- hak anak menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak ( pasal 2 sampai pasal 8) : 
1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
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2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan Kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 
bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
45
 
3) Anak berhak untuk pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar. 
5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama 
mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. 
6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan 
oleh negara atau orang atau badan. 
7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan 
wajar. 
8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang 
terjadi dalam masa petumbuhan dan perkembangannya. 
9) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang dinyatakan 
bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim. 
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10) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai 
tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan 
dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 
11) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 
anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, 
agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.
46
 
Hak-hak anak sebagai korban kekerasan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
dalam pasal 59 A. 
Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 59 ayat (1) dimaksudkan melalui upaya: 
1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 
secara fisik, psikis, dan sosial; 
2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; 
3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga 
tidak mampu; dan 
4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 
pengadilan.
47
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2. Perlindungan Anak 
a. Pengertian perlindungan anak 
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan 
cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa 
mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu 
mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan  usaha dan 
kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan 
peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa 
dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik atau 
mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi 
terdahulu. 
Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu 
usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya 
menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin 
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan 
atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan 
dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang 
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mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik 
rohani, jasmani maupun sosial.
48
 
Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan 
sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan 
pemberdayaan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, 
eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun 
sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak 
agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 
Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa 
anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, 
disamping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 
hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, 
jasmani, maupun sosial. 
Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, menentukan bahwa: 
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(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak 
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi, b. Eksploitasi, 
baik ekonomi maupun sosial, c. Penelantaran, d. Kekejaman, 
kekerasan dan penganiayaan. e. Ketidakadilan dan f. perlakuan salah 
lainnya. 
 (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman. 
b. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: 
1) Dasar filosofi,  
pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 
keluarga, masyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofi 
pelaksanaan perlindungan anak.
49
 
2) Dasar Etis, 
 pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika 
profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang 
dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam 
pelaksanaan perlindungan anak. 
3) Dasar Yuridis, 
 pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada 
UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya 
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yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, 
yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-
undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. 
c. Prinsip-prinsip Perlindungan anak adalah:  
1) Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang 
digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama 
kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu 
hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri 
hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. 
Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan 
perlindungan hak-hak anak. 
2) Kepentingan terbaik anak; Agar perlindungan anak dapat 
diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan 
bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai anak 
yang memperoleh prioritas tinggi dalam setiap keputusan yang 
menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan anak akan banyak 
rintangan, prinsip ini disebabkan karena ketidaktahuan anak 
dalam usia perkembangannya. 
3) Ancangan daur kehidupan; perlindungan anak harus dimulai 
sejak dini dan terus menerus.  Sejak ia telah lahir diperlukan air 
susu ibu atau asi dan pelayanan kesehatan primer dengan 
pelayanan imunisasi, sehingga anak terbebas dari berbagai 
penyakit maupun cacat. Masa-masa prasekolah dan sekolah 
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diperlukan keluarga, agama atau lembaga sosial yang bermutu.
50
 
Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik waktu istirahat 
dan bermain yang cukup dan ikut menentukan waktunya sendiri. 
Ketika anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa 
transisi kedalam kedewasaannya. Perlindungan hak-hak mendasar 
bagi pradewasa diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.  
4) Lintas Sektoral; nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik 
yang makro dan mikro, yang langsung maupun tidak langsung. 
Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem 
pendidikan yang tidak relevan, komunitas dengan ketidakadilan, 
tidak dapat ditangani oleh sektor keluarga maka perlindungan 
anak adalah perjuangan yang membutuhkan bantuan semua 
orang.
51
 
 
B. Kekerasan Terhadap Anak  
1. Pengertian kekerasan Terhadap anak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan 
sebagai sifat atau hal yang keras, sehingga kekerasan berarti 
membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.
52
Abuse adalah kata yang 
biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan 
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dan perlakuan salah. Dalam The Social Work Dictionary Barker, 
mendefinisikan kekerasan adalah perilaku tidak layak yang 
mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau 
finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan 
kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang 
menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik 
maupun emosional. Kekerasan terhadap anak meliputi berbagai 
macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara 
langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada 
penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. 
 Sementara itu, Bekker mendefinisikan kekerasan terhadap 
anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan 
emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan 
hasrat, hukuman badan yang takterkendali, degradasi dan cemoohan, 
permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua 
atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.
53
 
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak  
Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak mulai dari 
pengabaian sampai pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat 
diklarifikasi kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu 
kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan 
kekerasan psikologis. Dalam hal ini terdapat penyebab kekerasan 
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pertama, terjadi karena kurangnya asuhan ibu. kedua, akibat orang 
tua anaknya yang kurang dewasa, maupun frustasi atau berkarakter 
buruk. Ketiga, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan 
dengan perasaan kerena kurang tidak puas, dan terganggu dengan 
kehadiran anaknya. Keempat, dinamika antar keluarga yang 
memiliki hubungan kausal dengan kekerasan. Kelima, penyebab 
melihat anak sebagai masalah multidimensial dan menempatkan 
kehidupan yang menekan sebagai kehidupan utamanya.keenam, 
frustasi dan setres. Setres bisa terjadi dari berbagai sebab, misalnya 
konflik rumah tangga, terlalu banyak anak dan lain-lain. Ketujuh, 
kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf penyakit 
kejiwaan.
54
 Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang 
pingsan atau membuat orang tidak berdayadisamakan dengan 
menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP 
dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatuperbuatan dengan 
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak sah, misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan 
melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya.
55
 pelaku tindak kekerasan terhadap anak 
bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat dan bahkan 
pemerintah sendiri. Kekerasan sering terjadi terhadap  anak rawan. 
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Anak rawan adalah anak mempunyai resiko besar untuk mengalami 
gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara 
psikologis, sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh 
kondisi internal dan kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari 
keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari 
keluarga retak.
56
 
Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-
tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual seperti: 
Pertama, Kekerasan fisik, menunjukkan pada cerdas yang 
ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera 
tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa 
penyerangan yang berulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik 
dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, 
dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, 
ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, 
dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, 
disundut, disetrika, disuruh jalan dengan lutut. Dalam kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat 
dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, 
Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301. 
Kedua, Kekerasan psikis, menunjukkan pada keadaan yang 
orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta 
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kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. 
Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan ini, seperti: tidak 
mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau 
secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak 
kekerasan mental seperti: diplototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, 
digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap. Dalam KUHP, 
menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada pasal 
310, pasal 311, pasal 335.  
Ketiga, kekerasan seksual, menunjuk kepada setiap aktivitas 
seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa 
penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan 
berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan 
menderita trauma. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, 
dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, diperkosa.
57
 
3. Faktor - Faktor kekerasan terhadap anak 
Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor 
yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya 
demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar 
berikut ini. Menurut Suharto bahwa kekerasan terhadap anak 
disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri 
maupun faktor eksernal yang berasal dari kondisi keluarga dan 
masyarakat, seperti:  
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a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan 
tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen 
lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, akan terlalu 
bergantung pada orang dewasa. 
b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak 
cukup, banyak anak. 
c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah, misalnya perceraian, 
ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah 
dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara 
ekonomi. 
d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan 
mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang 
tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
58
 
e. Penyakit parah atau ganguan mental pada salah satu atau kedua 
orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak 
karena gangguan emosional dan depresi. 
f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya 
mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah 
anak-anaknya. 
g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, 
tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap 
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tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu 
rendah, meningkatnya faham ekonomi upah. 
Semetara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko 
terjadinya kekerasan terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu : 
faktor orang tua/keluarga, faktor lingkugan sosial/komunitas, dan faktr 
anak sendiri :  
a. Faktor orang tua/keluarga 
Faktor orang tua memegang peranan penting terjadi kekerasa 
pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan 
kekerasan pada anak diantaranya : 
1) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak: 
2) Dibesarkan dengan penganiayaan 
3) Gangguan mental 
4) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, 
terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 
tahun. 
5) Pecandu minuman keras dan obat. 
b. Faktor sosial atau komunitas 
Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pecetus terjadinya 
kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat 
menyebabkan kekerasan pada anak diantaranya: 
1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan materialistis 
2) Kondisi sosial ekonomi yang rendah 
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3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik 
orang tua sendiri 
4) Status wanita yang dipandang rendah 
5) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis 
c. Faktor anak itu sendiri 
1) Penderita gangguan perkembangan, menderita kronis 
disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya. 
2) Perilaku menyimpang pada anak.59 
 
C. Efek kekerasan terhadap anak 
 Masyarakat pada umunya tidak menyadari luasnya pengaruh 
kekerasan terhadap anak. Menurut Rusmil misalnya, mengemukakan 
bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan 
penelantaran menghadapi resiko: 
1. Usia yang pendek. 
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk  
3. Masalah pendidikan  
4. Kemampuan terbatas sebagai orang tua kelakMenjadi gelandangan 
Sementara itu YKAI ( yayasan kesejahteraan Anak Indonesia) 
menurut Suharto, menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan 
anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan 
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pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di 
kemudian hari antara lain:
60
 
1. Cacat tubuh yang permanen 
2. Kegagalan belajar 
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pasa gangguan 
kepribadian. 
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai 
atau mencintai orang lain.  
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan 
baru dengan orang lain. 
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal. 
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa. 
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol 
Sedangkan Richard J. Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari 
tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan 
dan akibat yang lebih luas dan luka-luka fisik, seperti: memar-memar, 
goresan-goresan dan luka bakar hingga kerusakan otak, cacat permanen, 
dan kematian. Efek psikologis pada anak korban penganiayaan bisa 
seumur hidup, seperti: harga diri rendah, ketidak mampuan berhubungan 
dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan gangguan belajar. 
Dalam beberapa kasus, kekerasan mengakibatkan gangguan-gangguan 
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kejiwaan, seperti: depresi, kecemasan berlebihan atau ganggauan identitas 
disosiatif dan juga bertambahnya resiko bunuh diri.
61
 
 
D. Anak korban kekerasan seksual  
Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk 
kekerasan seksual, artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan 
dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai 
agama serta melanggar hukum yang berlaku. Wahid dan irfan, 
memandang bahwa kekerasan seksual merupakan  istilah yang menunjuk 
pada perilaku  seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan 
merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang 
terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat khusus 
yang membutuhkan perhatian. 
1. Klasifikasi Kekerasan/ Penganiayaan Seksual 
Menurut resna dan Darmawan bahwa tindakan penganiayaan 
seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu, perkosaan, incest, 
eksploitasi. Pada eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi. Untuk 
lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut; 
a. Perkosaan, pelaku tindak perkosaan biasanya pria, perkosaan 
seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku mengancam 
dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak 
diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat 
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ditemukan seperti air mata, darah dan penemuan akut suatu 
penganiayaan. 
b. Icest, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas 
seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang 
mana perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun 
kultur.  
c. Eksploitasi, eksploitasi meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini 
dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama 
beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak 
dan merupakan suatu lingkungan seksual.
62
 
2. Ciri-ciri Umum anak yang mengalami kekerasan seksual:  
a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia 
kedepresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari 
komunikatif ke penuh rahasia.  
b. Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih     agresif 
atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dari 
sebelumnya. 
c. Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau 
terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk. 
d. Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak 
tersebut, seperti ngompol, mengisab jempol dsb. 
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e. Perilaku anti sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak 
lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.  
f. Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang 
tertentu ( orang tua, kakak, saudara, tetangga, pengasuh) , lari dari 
rumah, nakal atau membolos sekolah. 
g. perilaku seksual yang tidak pantas: berbahasa atau bertingkah 
porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang 
lebih muda. 
h. Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlatrang khususnya 
pada anak remaja. 
i. Bentuk-bentuk perilaku salah terhadap diri sendiri: merusak diri 
sendiri, gangguan makan, berpartisipasi, dalam kegiatan-kegiatan 
beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.
63
 
 
E. Konsep Dasar Peran  
1. Pengertian peran  
Peran (Role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan  
artinya, seseorang telah menjalankan hak-haknya dan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah 
melaksanakan suatu peran. Peran juga disandingkan dengan fungsi. 
Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena  satu dengan yang lain 
saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada 
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status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun 
dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola 
pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut 
menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 
kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. 
Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, 
disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan 
perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang 
dapat menyesuaikan perilakunya dengan sendiri dengan perilaku 
orang-orang sekelompoknya.
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Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran 
adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier 
Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang 
lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. 
Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dan 
bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari 
seseorang pada situasi sosial tertentu. peran menjadi bermakna ketika 
dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. peran 
adalah posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan 
kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga  
Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada 
status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran 
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yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran 
menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran 
diatur oleh norma-norma yang berlaku.
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Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 
posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat socialpositionmerupakan unsur 
statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi 
masyarakat. Sedangkan Peran lebih menunjukkan pada fungsi 
penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Lebih jauh menurut 
Soerjono Soekanto, suatu Peran mencakup paling sedikit 3 (tiga) hal, 
yaitu:  
a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 
atau tempat individu dalam masyarakat. Peran dalam arti ini 
merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing 
individu dalam kehidupan kemasyarakatan. 
b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang 
penting bagi struktur sosial masyarakat.
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2. Persepsi peran : 
Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak 
dalam situasi tertentu adalah persepsi peran. Berdasarkan pada sebuah 
interprestai atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya 
kita berperilaku. Kita terlihat dalam jenis-jenis perilaku tertentu. 
3. Ekspektasi peran 
Mendefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain, mengenai 
bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda 
berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan 
sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus 
bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian 
besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana 
anda bertindak.  
4. Konflik peran:  
Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspoitasi peran 
yang berlainan hasilnya, adalah konflik peran. Konflik ini muncul 
ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat 
satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.
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5. Struktur peran: 
Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Peran Formal, yaitu sebuah perilaku yang bersifat homogen. Peran 
formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang 
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membentuk posisi sosial yang suami/ayahdan istri/ibu adalah peran 
sebagai penyedia. Pengatur rumah taangga, memberikan 
perawatan. Sosialisasi anak, rekreasi dan persaudaraan.   
b. Peran informal, yaitu suatu peran yang bersifat implisit biasanya 
tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan 
dalam keluarga. Peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, 
tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian 
keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif 
dapat mempermudahpelaksanaan peran-peran formal.
68
 
6. Pengertian peran menurut para ahli: 
a. Peran menurut sukanto adalah proses dinamis kedudukan (status) 
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya. 
b. Sedangkan menurut Merton, mengatakan bahwa peran 
didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan 
masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.  
c. Selanjutnya menurut Dougherty &Pritchard, teori peran ini 
memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di 
dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan 
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pola melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari 
perilaku atau tindakan.
69
 
7. Beberapa dimensi peran 
a. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat 
bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik 
untuk dilaksanakan. 
b. Peran sebagai strategi, penganut paham ini mengendalikan bahwa 
peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 
masyarakat. 
c. Peran sebagai alat komunikasi,peran didayagunakan sebagai 
instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi 
dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan 
olehsuatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk 
melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari 
masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna 
mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. 
d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran, didayagunakan 
sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik 
melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang 
ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran 
dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta 
mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.  
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e. Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini, peran dilakukan 
sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti 
halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan 
bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
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BAB III 
PERAN DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI DAN 
RESPON KELUARGA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 
 
A. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Dinas PPKB dan P3A 
Pada mulanya lembaga ini timbul pertama kali diprakarsai oleh 
Margareth Sanger dalam  usahanya membatasi kelahiran, sehingga 
kesehatan ibu dan anak terpelihara dengan baik. Ini terbukti dari hasil 
organisasinya pada konferensi internasional tahun 1925 di New York. Pada 
tahun 1953 beberapa tokoh masyarakat mengeluarkan gagasan tentang 
Keluarga Berencana di Indonesia, dan pada tahun 1957 dibentuk suatu 
perkumpulan Keluarga Berencana dengan nama Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia (PKBI). Dahulu untuk membatasi angka kelahiran 
dilakukan secara tradisional. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, keluarga berencana mengalami banyak perkembangan. 
Pada mulanya organisasi keluarga berencana bernama perkumpulann 
keluarga berencana (PKBI). Akhirnya mengalami perubahan yaitu: 
a. Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) 
Berdasarkan kongres PKBI tahun 1968, mengenai himbauan 
kepada program  pemerintahan, maka pada tangga l 7 september 1968 
dikeluarkan impres no. 26/1968 kepada menteri kesehatan rakyat yang 
berisi :  
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1) Untuk membimbing, mengkoordinasikan, serta mengawasi segala 
aspirasi yang ada di dalam masyarakat dibidang Keluarga 
Berencana. 
2) Mengusahakan terbentuknya suaatu badan yang dapat menghimpun 
segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana. 
b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  
Berdasarkan  kepres No. 8/1970, dasar pertimbangan pembentuka 
BKKBN adalah : 
1) Program keluarga berencana Nasional ditingkatkan dnegan jalan 
memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas serta sumber 
yang tersedia. 
2) Program Keluarga Berencana digiatkan dengan mengikut sertakan 
masyarakat maupun pemerintah seta maksimal. 
3) Program Keluarga Berencana diselenggarakan secara teratur, 
terencana kearah tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Dengan keputusan Presiden No. 33/tahun 1972, Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditetapkam sebagai lembaga non 
departemen yang berkedudukan di bawah presiden, yang mempunyai 
fungsi: 
a. Membantu presiden menetapkan kebijakan pemeriintah dalam bidang 
keluarga Berencana Nasional. 
b. Mengkoordinasi PPLKB Nasional. 
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Pada tahun 1978 dikeluarkan Kepres No. 38/1978 yaitu 
pelaksanaan Badan Koordinasi Keluarkan Berencana Nasional 
diperluas dan berhubungan dengan program kependudukan. Kemudian 
tahun 1983 dikeluarkan Kepres No. 69/1983 tentang organisasi tata 
kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang telah luas 
untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri membentuk Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlidungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka membantu 
Bupati meyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri dibidang 
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Perempuan.   
2. Sejarah Perkembangan Organisasi  
Dinas PPKB dan P3A kabupaten Wonogiri memiliki sejarah 
perkembangan organisasi yang cukup panjang, berdiri pertama kali pada 
tahun 1970 dengan  nama BKKBN Kabupaten Wonogiri sampai dengan 
tahun 2004. Selanjutnya berganti nama menjadi EK. BKKBN Kabupaten 
Wonogiri sampai dengan tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007 sampai 
2008 dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri mengganti nama mejadi 
Dinas KB dan PM Kabupaten Wonogiri. Setelah itu selama enam tahun 
dimulai dari tahun 2008-2016 berganti nama menjadi BKBKSPP Kabupaten 
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Wonogiri, dan terakhir dimulai dari tahun 2017 berganti nama menjadi 
Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. 
3. Sejarah Kepemimpinan Dinas PPKB Dan P3A 
Selama 47 tahun berdirinya dinas PPKB dan P3A Kabupaten 
Wonogiri telah terjadi tujuh kali pergantian kepemimpinan. Ir. Endang 
Herawati merupakan pemimpin pertama dinas PPKB dan P3A Kabupaten 
Wonogiri dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1986. Selanjutnya pada 
tahun 1986 sampai tahun 1993  Soegeng sumarerdjo, SH memimpin dinas 
PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Kemudian selama dua tahun dari 
1993-1995 dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Dra. Sri Sumaryati 
Rahayu. Setelah itu,  Dra. M. Munir, MM dari 1995 sampai Agustus 2008,  
Drs. Dwi Dono Soetjipto, MM dari 31 Desember 2008 sampai 08 Februari 
2010,  Dra. Widodo, M. Kes dari 08 Februari 2010 sampai  01 Agustus 
2011 dan yang terakhir dari tahun 01 Agustus 2011 – Sekarang dipimpin 
oleh  Reni Ratnasari, SH, MM.
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B. Visi dan  Misi  Dinas PPKB dan P3A 
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam 
menjalankan tugasnya mempunyai visi dan misi. Visi Dinas pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan 
perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah terwujudnya keluarga kecil 
bahagia, sejahtera, kesetaraan gender dan perlindungan anak. 
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Sedangkan Misi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri adalah : 
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran 
dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi 
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat 
kelembagaan dan jejaring program KB. 
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlidungan anak 
melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
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C. Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas PPKB dan P3A Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi 
yang harus dijalankan. Tugas pokok tersebut menjadikan tujuan, visi, da misi 
dari Dinas PPKB dan P3A Wonogiri dapat tercapai. Adapun tujuan pokok dan 
fungsi Dinas PPKB dan P3A Wonogiri adalah sebagai berikut : 
1. Tugas Pokok 
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga 
Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan. 
2. Fungsi  
a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang 
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Perempuan; 
                                                          
72
 ibid 
55 
 
 
 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang 
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Perempuan; 
c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan   tugas di bidang Keluarga 
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan; 
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, 
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan; 
e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;    
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberika oleh Bupati sesuai dega tugas 
pokok dan fungsinya. 
Tujuan, visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas 
PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik, karena ada 
beberapa bidang yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Sehingga, 
Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dapat mewujudkan tujuannya yaitu 
untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, kesetaraan gender dan 
perlindungan anak. 
 
D. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi merupakan suatu bagan susunan organisasi yang 
menunjukkan tingkatan dari atas ke bawah berdasarkan tingkat jabatannya dan 
dikelompokkan berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. struktur organisasi 
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 
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dengan yang lain. Menjalaskan tugas merupakan pekerjaan seseorang yang 
harus dilaksanakan seseorang pada suatu jabatan atau kedudukan tertentu. 
Sedangkan wewenang merupakan hak untuk melakukan suatu agar tercapai 
tujuan tertentu.   
Bagan Struktur Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak 
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E. Tugas Dinas PPKB dan P3A  
1. Kepala Dinas Pengandalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Tugas Pokok yaitu: 
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian 
penduduk dan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, uraian Tugas : 
a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategi dan Rencana Kerja 
Dinas. 
b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang Pengendalian Penduduk  Dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perenpuan Dan Perlindungan Anak. 
c. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan 
di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.  
d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai 
dengan bidang tugas. 
e. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan 
kepada bawahan. 
f. Menerapkan standar pelayanan. 
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g. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai 
bidang tugas. 
h. Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain 
dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku. 
i. Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi 
perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawean. 
j. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan 
memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidangagar tercapau 
keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas. 
k.  Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
meningkatkan upaya bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 
l.  Mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana 
strategis, rencana kerja, LkjIP, LKPJ, LPPD dan  EKPPD Dinas. 
m.  Melaksanakan pembinaan dan penelitian terhadap kinerja dan prestasi 
kerja bawahan. 
n. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan. 
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p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Tugas Pokok, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas yang ditugaskan kepada Daerah bidang Pemberdayaan 
perempuan dan Perlindungan anak, uraian Tugas : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan 
Perempuan Dan perlindungan Anak berdasarkan Rencana Strategis 
dan Rencana Kerja Dinas; 
b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan sesuai 
dengan bidang tugas; 
c. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan 
kepada bawahan; 
d. Menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya; 
e. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi kegiatan Seksi 
Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak. 
f. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
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meliputi kegiatan seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi 
Perlindungan Anak. 
g. Melaksanakan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan 
teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
meliputi kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi 
Perlindungan Anak; 
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dengan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak;  
i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi 
kerja bawahan. 
j. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan; 
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan  
Tugas Pokok,  melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi,  evaluasi dan pelaporan, serta 
pelaksanaan adminstrasi Dinas bidang Pemberdayaan Perempuan melalui 
peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas 
keluarga, dan sistem data gender dan anak, uraian Tugas: 
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a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Perempuan berdasarkan 
rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis Seksi 
pemberdayaan Perempuan yang meliputi peningkatan kualitas hidup 
perempuan, perlindungan perempuan yang meliputi peningkatan 
kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga 
dan sistem data gender anak. 
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk, pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas. 
d. Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas pekerjaan 
kepada bawahan. 
e. Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk tentang kegiatan hari 
tanpa kekerasan, hari ibu dan hari kartini, bimbingan manajemen 
usaha kecil perempuan, KPPI, Focal Point, PPRG, Data Gender dan 
Anak, data kasus kekerasan Rakor Polja PUG, Mitra Kerja. 
f. Melaksanakan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi dengan sektor 
terkait dalam pelaksanaan kegiatan hari tanpa kekerasan, hari ibu dan 
hari Kartini, bimbingan manajemen usaha kecil perempuan, KPII, 
Focal point, PPRG, Data Gender dan Anak, Data kasus kekerasan 
Rakor Pokja PUG, Mitra Kerja. 
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g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 
dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
h. Melakukan pembinaan dan peilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 
bawahan. 
i. Memberikan usul dan saran kepada taasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaantugas. 
j. Melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan. 
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
4. Seksi Perlindungan Anak 
Tugas Pokok, melakukan Peyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan 
administrasi Dinas bidang Perlindungan Anak melalui Pemenuhan Hak 
Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, uraian tugas: 
a. Menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Anak berdasarkan 
rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak; 
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi 
Perlindungan Anak yang meliputi pemenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan khusus anak;  
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c. Mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 
d. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan 
kepada bawahan; 
e. Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk tentang kegiatan 
Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak; 
f. Melaksanakan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi dengan sektor 
terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Hak Anak (PHA) 
dan perlindungan khusus anak; 
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 
dan kegiatan perlindungan anak; 
h. Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi 
kerja bawahan; 
i. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
j. Melakukan tugas lain sesuai  bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan,     
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung 
jawaban.
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F. Peran Dinas PPKB dan P3A Wonogiri  
Dari 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Kasus kekerasan seksual 
Pada Anak di tahun 2016 terdapat  sebanyak 36  korban kekerasan seksual. 
Yang  menjadi korban kekerasan seksual adalah anak yang masih duduk di 
bangku SMP, ada pula anak yang duduk dibangku SMA, dan yang paling 
banyak adalah anak yang duduk di bangku SD bahkan ada juga yang masih TK 
ataupun PAUD.  Untuk pelakunya ada yang dari luar keluarganya yaitu 
tetangga ataupun pacarnya, ada juga yang dari dalam kerluarga yaitu ayah tiri 
atau kakak kandungnya ada juga pelakunya adalah orang yang tidak dikenal 
oleh korban dan ada juga yang dilakukan oleh gurunya sendiri kepada 
muridnya. Bahkan ada juga pelaku yang sudah merencanakan untuk  
melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum tersebut. Kebanyakan 
dari kasus tersebut korban tidak hanya dilakukan hal tersebut 1 kali bahkan ada 
yang sampai beberapa kali.
74
 Akan tetapi dari 25 kecamatan yang ada di 
kabupaten wonogiri tidak semua kecamatan ada kasus kekerasan seksual pada 
anak. Yang ada kekerasan seksual pada anak di Jatiroto terdapat 4 Anak, di 
kismantoro  4 anak, di Giritontro 1 anak, di Wonogiri 3 anak, di Giriwoyo 1 
anak, di Manyaran 1 anak, di Jatisrono 1 anak, di Baturetno 13 Anak,  di 
purwantoro 1 anak, di Tirtomoyo 1 anak, di Slogohimo 2 anak, di Girimarto 1 
anak, di Sidoharjo  1 anak, di Pracimantoro 1 anak, di Jatipurno 1 anak. 
Kecamatan yang Rawan kekerasan di Tahun 2016 adalah di Kecamatan 
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Baturetno, Jatiroto, Kismantoro, Wonogiri dan Slogohimo.
75
 Sedangkan 
kekerasan seksual pada anak  tahun 2016 yang sampai ranah pengadilan atau 
hukum terdapat 32 anak dan yang tidak ke ranah hukum atau menyelesaikan 
secara kekeluargaan sebanyak 4 anak.
76
 Sebenarnya di Dinas PPKB dan P3A 
tidak hanya menangani kasus kekerasan seksual pada anak saja tetapi juga 
menganai kekerasan yang lainnya diantaranya kekerasan seksual kepada orang 
dewasa, kdrt, penggerebekan atau penganiayaan, pergaulan bebas dan 
penelantaran. 
Dinas PPKB dan P3A merupakan pelayanan yang reintegrasi dalam 
upaya pemberdayaan perempuan diberbagai jenis deskriminasi dan tindakan 
kekerasan. Yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, 
bentuknya dapat berupa  pusat konsultasi, pusat pemulihan trauma, rumah 
aman (shelter) rumah singgah atau bentuk lainnya. Dinas PPKB dan P3A 
memberikan konstribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam 
rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 
 Dinas PPKB dan P3A yaitu penanganan dan pendampingan korban 
kekerasan seksual. Pendampingan yang dilakukan dari sisi hukum, dari proses 
kepolisian sampai ke proses pengadilan. Pendampingan yang dilakukan pada 
saat dikepolisian bertujuan untuk memotivasi  korban agar  korban mau 
berterus terang dan berani mengutarakan apa yang sedang dialami olehnya 
sesuai dengan situasi yang terjadi kepadanya. Pendampingan yang dilakukan di 
pengadilan juga mempunyai tujuan yang sama mendampingi untuk 
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 Wawancara Ibu Ririn Riadiningsih (Fulltimer P2TP2A Kab. Wonogiri) Rabu 11 
November 2017 10.00-10.15 
66 
 
 
 
menguatkan korban dan diberikan kerohanian agar anak merasakan 
kenyamanan. 
Memfasilitasi bantuan hukum dan pendampingan, melakukan rujukan 
dan tindakan medis, serta melakukan upaya perlindungan dan pengamanan 
terhadap korban perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan hukum 
pelayanan medis, konseling serta home visit.  
Home visit yang dilakukan bisa dilakukan 2 atau 1 kali kunjungan 
kerumah. Tujuan dari kunjungan kerumah yaitu untuk memotivasi korban dan 
keluarga korban supaya berani untuk melakukan aktifitas seperti biasa. Karena 
korban dan keluarganya terkadang tidak berani keluar rumah ataupun yang 
lainnya jadi untuk memberikan motivasi dan penguatan terhadap keluarga 
korban maka ada kunjungan kerumah korban dan keluarganya. 
     Peran yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 
dapat peneliti uraikan sebagai berikut :   
1. Tugas Preventif ( Pencegahan ) yang dilakukan dengan kegiatan sebagai 
berikut:  
a. Sosialisasi 
Dinas PPKB dan P3A melakukan sosialisasi melibatkan beberapa 
elemen yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, Remaja dan Orang tua. 
Dan juga   kepada masyarakat sampai unsur terbawah yaitu mulai dari 
kecamatan sampai tingkat desa. Sosialisasi yang dilakukan terkait untuk 
mencegah tindak kekerasan diwilayah masing-masing. 
b. KIE ( komunikasi Informasi Elektronik) 
67 
 
 
 
Dinas PPKB dan P3A berkerjasama dengan media cetak yaitu 
membuat baliho, poster, PIN, stiker tentang pencegahan kekerasan anak 
dan perempuan selain itu, juga membuat slogan, dan juga penyiaran 
Radio, melalui radio GIS FM dan juga radio Giri suara. 
 
2. Tugas Kuratif ( Penanganan ) yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A yaitu : 
a. Dalam Layanan Pengaduan 
Dinas PPKB dan P3A memberikan pelayanan penerimaan 
pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 
anak. Korban kekerasan bisa datang langsung ke kantor ataupun 
masyarakat yang mendengar adanya kasus kekerasan bisa melaporkan 
kasus tersebut ke kantor. Kebanyakan kasus pengaduan dan pelaporan 
dari kecamatan, akan tetapi juga ada yang dari keluarga korban 
ataupun masyarakat yang datang ke kantor kami. Layanan pengaduan 
bisa berbagai cara yaitu dengan telepon, whatsaap maupun datang 
langsung ke kantor.  
b. Layanan Penanganan dan Pendampingan 
Dinas PPKB dan P3A Memberikan layanan Pendampingan 
terhadap korban di proses pemeriksaan di Kepolisian dan Proses 
Pendampigan saat di Pengadilan Negeri pada saat  persidangan.                                                                                                                                                                                               
Pada pendampingan yang lakukan oleh Dinas PPKB dan P3A 
biasanya memberikan arahan serta pengertian kepada korban dan 
keluarga korban bahkan Dinas PPKB dan P3A memberikan nasehat 
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atau kerohanian untuk menguatkan si korban bahkan kami juga 
memberikan sesuai dengan yang diinginkan korban dan keluarganya. 
Karena awamnya korban dan keluarga korban maka pendamping itu 
sangat dibutuhkan. Keluarga korban dan korban karena tidak tahu 
bagaimana proses pengadilan maka harus ada pendamping agar 
korban bisa merasa nyaman bila berhadapan dengan Jaksa, penasehat 
hukum, hakim bahkan kepada pelaku. 
Hal ini senada dengan wawancara terhadap korban dan 
keluarganya bahwa mereka juga mendapatkan penanganan dan 
pendampingan dari Dinas PPKB dan P3A.    
c. Pelayanan kesehatan 
Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas PPKB dan 
P3A berupa pendampingan selama melaksanakan visum dan 
pengobatan. Dinas PPKB dan P3A hanya memberikan berupa Visum. 
Sedangkan pengobatan dilakukan sendiri oleh  korban. Bila korban 
memiliki AKSES/BPJS/JASKESMAS/JAMKESDA, namun jika 
korban tidak memiliki AKSES/BPJS/JASKESMAS/JAMKESDA 
akan diberi bantuan oleh pihak Dinas PPKB dan P3A. Tapi 
kebanyakan Dinas PPKB dan P3A hanya memberikan visum. 
d. Layanan Rehabilitasi sosial  
Rehabilitasi yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A wonogiri 
dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, memberikan bantuan 
modal usaha, pemberdayaan melalui pendidikan , melalui agama 
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dengan diberikan pemantapan agama oleh rohaniawan serta melalui 
pemberian keterampilan keterampilan salon ataupun menjahit. Ada 
monitoring untuk mengetahui sejauhmana rehabilitasi yang diberikan. 
Dinas PPKB dan P3A bekerjasama dengan psikolog dan 
Psikiater di RSUD Wonogiri untuk mendampingi dan memulihkan 
trauma korban.   
e. Layanan Bantuan dan Penegak Hukum  
Mendampingi korban mulai dari tahap penyelidikan, 
penyidikan, persidangan sampai kasus tersebut benar-benar selesai 
bentuk perlindungan bagi korban yaitu jika selama persidangan 
korban didatangkan sebagai saksi, maka persidangan tertutup untuk 
umum. 
Hal ini juga senada dengan pernyataan keluarga/ wawancara 
keluarga korban bahwa pada saat di pengadilan dilakukan pada korban 
didatangkan maka persidangan ditutup untuk umum.   
f. Layanan Pemulangan Dan Reintregasi Sosial 
Dinas PPKB dan P3A membantu dan mendampingi korban 
untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelum 
terjadinya kasus tersebut menimpa terhadap korban dan keluarganya 
bisa dilakukan dengan home visit.
77
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G. Respon Keluarga Korban Terhadap Peran Dinas PPKB dan P3A 
Wonogiri 
Dari wawancara yang saya lakukan dengan  Koordinator PLKB di 
kecamatan Baturetno, yang menyatakan bahwa dari kebanyakan keluarga 
korban tidak tahu alurnya untuk mendapatkan  perlindungan hukum. 
Bahkan ada keluarga yang ingin langsung melaporkan ke KPAI. Menurut 
beliau, walaupun ke KPAI tetap saja tidak dapat diproses. Karena KPAI 
harus melalui berbagai proses terlebih dahulu. PLKB mendapat laporan 
dari masyarakat atau pihak PLKB yang berada di desa-desa. Untuk 
alurnya PLKB mendapat laporan dari masyarakat, dan langsung datang ke 
rumah korban. Keluarga korban melakukan mediasi dengan PLKB. 
Setelah itu PLKB melaporkan ke Dinas PPKB dan P3A. Setelah itu 
diadakan mediasi baru oleh PLKB dan korban, dan pihaknya membawa 
korban kepolisi dan puskesmas. Di polisi korban ditanya kronologis 
kejadian, dari pihak PLKB hanya mendampingi korban tersebut. 
Kemudian PLKB membawa korban ke PUSKESMAS untuk melakukan 
visum. PLKB datang kerumah korban untuk mengarahkan dan 
memberikan motivasi kepada korban. Menurut beliau, selama ini yang 
dijalani dari beberapa kasus prosesnya seperti itu.  
Pada awalnya keluarga korban bingung mau melaporkan kemana, 
untuk memperoleh keadilan. Tapi sekarang dari masing-masing desa 
sudah ada tenaga untuk menangani, bahkan ada yang melaporkan ke 
PLKB. Apabila ada kasus di desa, maka warga langsung melapor. Jadi jika 
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ada masalah dari tenaga di desa melapor ke kecamatan dari kecamatan ke 
kabupaten. Untuk pelaporan awal ke Dinas PPKB dan P3A nantinya kita 
akan diberi arahan supaya dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. 
Menurut beliau peran Dinas PPKB dan P3A sudah berperan, karena 
pihaknya mendampingi korban, memberikan motivasi dan lain-lain. 
 Sedangkan respon dari keluarga korban yang mengalami 
kekerasan seksual pada anak mereka, Dinas PPKB dan P3A mendapat 
respon positif terhadap peran yang diberikan kepada anaknya. Salah satu 
contoh peran yang diberikan oleh Dinas PPKB dan P3A yaitu 
mendatangkan psikiater untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari korban 
dan memulihkan psikisnya. sehingga peran yang dilakukan sudah sesuai 
dengan yang di butuhkan si korban. Dari beberapa keluarga korban tidak 
mempermasalahkannya. Keluarga korban yang awalnya tidak tahu proses 
bagaimana anak ini mau dikemanakan tetapi akhirnya mereka tahu proses 
dan alur bagaimana anak tersebut bisa mendapatkan pelayanan serta 
bantuan yang sesuai dengan yang diinginkan anak dan keluarganya.  
Untuk selanjutnya jika kasus sudah selesai dan penanganan yang 
diberikan ke korban sudah sesuai yang diinginkan korban maka beliau 
berpesan kepada keluarga korban dan korban kalau memang ada kesulitan 
atau kurang nyaman bisa sms. Jika ada trauma beliau mendatangkan 
psikolog, jika mereka membutuhkan dari awal kita membujuk kepada 
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korban jika ada kesulitan ataupun ada yang dibutuhkan bisa bilang ke Bu 
Sri nantinya Bu Sri akan memberikan bantuan terhadap korban.
78
  
Menurut X (sebagai korban kekerasan seksual di kecamatan 
Baturetno) X ini temasuk anak SMA yang menjalin hubungan suka sama 
suka dengan pacarnya. Di kemudian hari dia melakukan hubungan 
layaknya suami istri dan akhirnya si X ini hamil. Dan sekarang anaknya 
sudah dilahirkan sekarang berumur 10 bulan. Akan  Tetapi Laki-laki 
tersebut tidak mau bertanggung jawab. Laki-laki tersebut mau menikahi 
tetapi hanya menikah siri saja. Selain tidak mau bertanggung jawab sang 
suami tersebut juga meninggalkannya setelah melakukan pernikahan siri. 
Dari kasus tersebut Si X diberikan arahan terhadap Dinas PPKB dan P3A 
untuk mengikuti kegiatan Dinas PPKB dan P3A yang diantaranya adalah 
diajak Sherring, curhat-curhatan ataupun tukar pengalaman. Dari psikolog 
memberikan bimbingan rohani dan bermain selayaknya anak usia dia. 
Respon keluarga terhadap Dinas PPKB dan P3A itu baik karena sudah 
memberikan penguatan terhadap anaknya. Sehingga untuk sekarang ini 
anaknya sudah menerima kejadian tersebut dan akan membesarkan 
anaknya dengan penuh kasih sayang walaupun sendiri tanpa seorang 
ayah.
79
 
Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap korban dan 
keluarganya di kecamatan baturetno itu bukan  hanya X saja, melainkan 
masih banyak anak-anak yang lainnya. Dari data 2016 tentang kekerasan 
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seksual pada anak yang di Baturetno terdapat 13 anak yang mengalami 
kekerasan seksual pada usia dini. Termasuk diantaranya adalah Y anak 
yang berusia 8 tahun. Dia tinggal bersama keluarga yang kurang mampu. 
Dan pada akhirnya ada seorang kakek yang mau membantu dia dengan 
cara menyuruh Y tinggal bersamanya untuk bantu-bantu dirumahnya. 
Tetapi niatan itu tidak seperti awal mulanya. Sang kakek malah 
menyetubuhinya. Si Y di tanyai ibunya itu tidak mau mengaku, tetapi dia 
mengaku kepada ayahnya jika dia dilakukan yang tidak seharusnya oleh si 
pelaku. Akhirnya ibu korban melaporkan kasus tersebut kepada guru Sd 4 
yaitu Bu Retno guru Sd si Y. Kemudian guru tersebut melaporkan ke bu 
sri ( PLKB kec. Baturetno). Dari bu sri keluarga diberi arahan dan ditanya 
mau dikemanakan kasus ini. Ibu korban menjawab bahwa kasus ini harus 
di proses ke polisi agar pelaku tidak mengulangi atau pun melakukan hal 
tersebut dikemudian harinya karena menurut ibu korban orang yang 
seperti itu menurut saya biasanya tidak akan berhenti tetapi pasti nanti 
akan ada korban lagi jadi saya memilih kasus ini untuk ditindak lanjuti. 
Dan akhirnya kasus ini diproses ke kepolisian .  Kemudian kasus tersebut 
di bawa kepengadilan. Pada saat di pengadilan Y didampingi oleh Bu 
Ririn pada saat pendampingan si Y diberi kerohanian atau nasehat untuk 
menguatkan korban . Di sini peran dari Dinas PPKB dan P3A bukan hanya 
mendampingi saja tetapi juga berkunjung ke rumah masing-masing 
korbannya untuk menguatkan korban dan kelurga korban. Selain di 
dampingi saat dipengadilan dan berkunjung kerumah Dinas PPKB dan 
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P3A juga memberikan bantuan sekolah karena setelah adanya kasus 
tersebut banyak sekolah yang tidak mau menerimanya akhirnya si Y 
dipesantrenkan lumayan jauh dari tempat tinggalnya sebelumnya. Tetapi 
hanya setengah tahun saja beliau sekolah di pesantren karena beliau tidak 
betah disana akhirnya dia pulang kerumahnya. si Y dipesantren mengalami 
perubahan tetapi belum sepenuhnya. Setelah sudah dirumah si Y belum 
kembali sekolah lagi akhirnya ada salah satu sekolahan yang menjemput si 
Y yaitu dari sekolahan kanisius. Dari situ si Y bisa bersekolah kembali 
niatan sekolahan hanya ingin si Y tetap bisa melanjutkan sekolahnya. 
Disekolahan tersebut si Y banyak mengalami perubahan dari yang 
sebelumnya banyak diamnya sekarang sudah mulai aktif kembali dari 
yang susah diatur menjadi mudah diatur.  
Untuk itu Respon dari keluarga Y terhadap Peran Dinas PPKB dan 
P3A dalam memberikan perlindungan serta banyak bantuan yang 
diberikan kepada anak dan keluarganya mereka sangat mengucapkan 
banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan dan mau membantu serta 
menguatkan si Y dan keluarganya.
80
 
Dan Korban Z yang berumur 12 tahun atau SMP kelas 1, awal 
kejadian tersebut berawal dari nomor nyasar dan akhirnya saling 
berhubungan terus menerus pada suatu hari mereka merencanakan untuk 
bertemu di suatu tempat yang biasa orang lain berkencan ( hutan ) dan 
pada saat itulah si pelaku memaksa si Z untuk melakukan hal tersebut. 
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Sampai pada akhirnya si Z hamil dan diketahui keluarganya bahwa si Z 
hamil. Diketahui hamilnya si Z karena si Z berubah sikap, dan sering 
merasakan  ketakutan karena rasa serba salahnya si Z  sering menangis. 
Dan keluarga dengan berbagai cara untuk memberikan pengertian dan 
ketenangan terhadap anaknya. Untuk selanjutnya keluarganya melaporkan 
ke polsek dan  polres baru si Z mau mengakui kejadian yang dilakukan 
dan sampai ke pengadilan kami dibantu oleh seorang pendamping ( Bu 
Ririn ) dengan cara memberikan penguatan kepada si Z dengan diberikan 
konseling dan diberikan kerohanian. Dari pihak wonogiri melakukan 
kunjungan kerumah 1 kali . Untuk saat ini traumanya si Z sudah mulai 
hilang.  
Untuk itu Respon dari keluarga korban si Z terhadap peran yang 
dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A dalam memberikan perlindungan 
serta bantuan yang diberikan kepada anak dan keluarganya mereka sudah 
merasa terbantu dengan yang dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A.
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BAB IV 
PERAN DINAS PPKB DAN P3A DALAM MEMBERIKAN 
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
 
Pada bab ini penyusun menganalisis dengan informasi yang dikumpulkan 
dilapangan berdasarkan dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya sesuai 
dengan rumusan masalah yaitu mengenai peran Dinas PPKB dan P3A Kabupaten 
Wonogiri dalam memberikan perlindungan anak terhadap anak korban kekerasan 
seksual dan respon keluarga korban terhadap peran Dinas PPKB dan 
P3A.Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dihubungkan dengan teori, 
maka peneliti menemukan beberapa hal penting sebagai berikut: 
A. Peran Dinas PPKB dan P3A terhadap anak korban kekerasan seksual 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 
pasal 20 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya yang berkewajiban dan 
bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
82
 
Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, pemerintah 
daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak dikemukakan dalam pasal 21 dan 25 Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang meliputi kewajiban dan 
tanggungjawab sebagai berikut : 
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Pasal 21 : 
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi 
fisik dan/atau mental. 
(2) Unuk menjamin pemenuhan Hak anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan 
menghormati Hak Anak. 
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah, berkewajiban dan bertanggung jawab 
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 
penyelenggaraan Perlindungan Anak.  
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan 
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan 
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan 
Perlindungan Anak di daerah. 
(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan 
melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak 
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan 
presiden.
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Pasal 25 : 
(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan 
Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam 
penyelanggaran Perlindungan Anak. 
(2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi 
kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
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Berdasarkan tanggungjawab dan kewajiban tersebut suatu bentuk 
perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak 
dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas 
hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial 
belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan 
kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan 
mengamankan kepentingan anak, pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan 
kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan 
tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu 
keluarga, tidak hanya keluarga akan tetapi masyarakat dan pemerintah juga 
berperan aktif dalam hal tersebut. 
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Bentuk perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri sebagai Kota Layak 
Anak (KLA) yang merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah 
kabupaten Wonogiri terhadap pemenuhan hak-hak anak. Terutama, hak anak 
untuk mendapat perlindungan sebagai korban kekerasan. Kekerasan seksual 
pada anak di Kabupaten Wonogiri tergolong tinggi, faktor penyebabnya 
adalah kurangnya pemahaman agama, orang tua merantau sehingga , faktor 
ITE, dan kemiskinan. Faktor penyebab tindak kekerasan pada anak di 
kabupaten Wonogiri yaitu kurangnya pemahaman agama, banyak anak yang 
ditinggal merantau sehingga anak kurang pengawasan dari orang tua, faktor 
ITE karena berkenalan di facebook maupun SMS nyasar. Selain itu juga 
karena masalah kemiskinan.
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Berdasarkan data kasus kekerasan yang ditangani oleh Dinas PPKB dan 
P3A Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 yaitu kekerasan pada anak 
terdapat sebanyak 36 kasus, kekerasan pada orang dewasa sebanyak 2 kasus, 
kdrt sebanyak 5 kasus, penggrebegan/penganiayaan sebanyak 2 kasus, 
pergaulan bebas sebanyak 1 kasus, penelantaran sebanyak 4 kasus. 
Pada tahun 2016 yang masuk kepengadilan sebanyak 36 kasus untuk 
kekerasan seksual terhadap anak dan 4 anak diselesaikan dengan cara 
kekeluargaan.
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Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki peran yang sangat 
penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sehingga hak-hak anak 
sebagai korban kekerasan seksual dapat sepenuhnya terpenuhi. 
Adapun pengertian peran menurut Soekanto merupakan aspek yang 
dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu 
peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung 
pada yang lain dan sebaliknya. Peran merupakan suatu bagian dari status 
yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial yang berinteraksi dengan 
kedudukan dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Peran 
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan proses.
87
 Jadi tepatnya dapat 
dikatakan bahwa peran adalah seperangkat harapan yang diinginkan dari 
individu/kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dirasakan berguna 
bagi kepentingan bersama, sehingga peran yang dilakukan Dinas PPKB dan 
P3A Kabupaten Wonogiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang 
yang memiliki status sosial yaitu orang yang bertugas di Dinas PPKB dan 
P3A Kabupaten Wonogiri yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten 
Wonogiri terutama bagi anak korban kekerasan seksual. 
Peran yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A dengan cara pencegahan 
yaitu berupa : 
1. Sosialisasi, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai 
unsur terbawah, yaitu mulai dari kabupaten ke kecamatan dan kedesa-
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desa. Dengan diadakannya sosialisasi maka bertujuan agar masyarakat 
yang awan bisa tahu sehingga jika ada kasus kekerasan disekitarmya 
masyarakat bisa melaporkan kepada dinas ppkb dan p3a yang menjadi 
tugasnya. 
2. KIE ( komunikasi informasi elektronik), dengan adanya baliho, poster, 
stiker tentang pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan 
merupakan salah satu bentuk untuk pengetahuan masyarakat agar lebih 
menghargai dan menghormati anak dan perempuan sehingga anak dan 
perempuan tersebut sebaiknya diperlakukan dengan baik dan masyarakat 
sadar bahwa perempuan dan anak sebaiknya dilindungi. 
Sedangkan Peran yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A dengan cara 
penanganan terhadap korban kekerasan seksual yaitu sebagai berikut : 
1. Layanan pengaduan, suatu layanan yang menerima pelaporan kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk layanan pengaduan 
korban bisa datang ke dinas ppkb dan p3a langsung atau lewat pelaporan 
masyarakat atau lewat petugas kecamatan bisa juga dari keluarga korban 
atau masyarakat sekitar. Dengan Demikian Layanan Dinas PPKB dan 
P3A terbuka untuk siapa saja yang mengetahui tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 
2. Layanan Penanganan dan pendampingan, layanan penanganan dan 
pendampingan dilakukan di kepolisian dan pengadilan. Biasanya 
pendampingan yang dilakukan dalam bentuk pengarahan atau motivasi 
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terhadap korban. Dengan adanya pendampingan di kepolisian dan di  
pengadilan dengan tujuan untuk penguatan kepada korban.  
3. Layanan kesehatan, dari layanan kesehatan dinas ppkb dan p3a hanya 
memberikan berupa visum. Namun jika korban membutuhkan bantuan 
untuk yang lainnya pihak dinas akan bersedia memberikan layanan 
kesehatan yang lainnya.  
4. Layanan rehabilitasi sosial, rehabilitasi yang dilakukan berupa 
pemberdayaan ekonomi, memebrikan bantuan modal usaha, 
pemberdayaan melalui pendidikan, melalui agama oleh rohaniawan serta 
melalui pemberian keterampilan. 
Hal ini senada dengan pemberian rehabilitasi terhadap korban Y, yang 
disekolahkan dipesantren. 
5. Layanan pemulangan dan reintegrasi soaial 
merupakan pusat pelayanan yang terintegritas dalam upaya pemberdayaan 
perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan 
perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindakan, yang 
dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Bentuknya berupa 
pusat pelayanan pusat konsultasi, pusat pemulihan trauma, rumah aman 
atau bentuk lainnya. Dinas PPKB dan P3A memberikan kontribusi 
terhadap pemberdayaan dan perlidungan anak dalam rangka terwujudnya 
kesetaraan dan gender. 
Adapun peran yang dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A sudah sesuai 
dengan kedudukannya, adapun untuk tujuan, visi, misi, tugas pokok dan 
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fungsinya yang dimiliki oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 
dapat berjalan dengan baik, karena ada beberapa bidang yang masing-masing 
memiliki tugas yang berbeda-beda. Sehingga, Dinas PPKB dan P3A 
Kabupaten Wonogiri dapat mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, 
kesetaraan gender dan perlindungan anak.  
Sedangkan bentuk perlindunganberupa pusat konsultasi kesehatan, 
reproduksi pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat 
Layanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat 
penanganan perempuan. Pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah atau bentuk 
lainnya.  
Sehingga Dinas PPKB dan P3A merupakan pusat kegiatan terpadu 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menyediakan bagi 
masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindakan kekerasan. Dinas 
PPKB dan P3A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan konstribusi terhadap 
pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan 
dan keadilan gender.  
Kekerasan seksual yang terjadi di Wonogiri termasuk banyak dan 
mencemaskan karena pada tahun 2016 saja korban mencapai 36 korban, dan 
yang kebanyakan  menjadi korban kekerasan seksual adalah anak yang masih 
duduk di bangku SMP, tetapi ada yang duduk dibangku SMA, SD bahkan ada 
yang PAUD, untuk sekarang setelah adanya Dinas PPKB dan P3A. 
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Sehingga dengan adanya peran dari Dinas PPKB dan P3A para korban 
dimudahkan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya secara 
lebih cepat, seingga menguntungkan bagi keluarga dalam  pemulihan korban. 
Adapun yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A yaitu memberikan pelayanan 
pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memfasilitasi 
bantuan hukum dan pendampingan, melakukan tindakan medis, serta 
melakukan upaya perlindungan dan pengamanan terhadap korban perempuan 
dan anak korban kekerasan seksual.  
Dalam proses berjalanya hukum yaitu selama terselenggaranya 
persidangan pihak Dinas PPKB dan P3A mendampingi korban sampai 
persidangan selesai, selain itu juga mendampingi korban sampai pemulihan 
trauma. Dinas PPKB dan P3A berkerjasama dengan psikolog dan psikiater di 
RSUD Kabupaten Wonogiri untuk mendampingi dan memulihkan trauma 
korban. 
Sehingga peran adanya  lembaga DinasPPKB dan P3A dapat di lihat 
dan diwujudkan dengan adanya pemberian jaminan terselenggaranya 
pelayanan dan perlindungan para korban kekerasan gender dan anak,dengan 
demikian, hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam  
Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam  
Pasal 59 A yang menyatakan bahwa : 
Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 
ayat (1) dimaksudkan melalui upaya : 
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1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara 
fisik, psikis, dan sosial; 
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak 
mampu; dan 
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 
pengadilan.
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Sehingga Dinas PPKB dan P3A mempunyai peran yang penting bagi 
anak-anak kekerasan seksual dimana ia memberi pendampingan yang baik 
dalam pemulihan truma dan juga membantu keluarga korban dalam proses 
hukum untuk pelaku kekerasan seksual tersebut. Sebagai contoh biasanya 
keluarga dan korban kekerasan seksual malu untuk melakukan aktivitas 
seperti biasanya, oleh karena itu sebagai upaya perlindungan pihak Dinas 
PPKB dan P3A melakukan home visit agar mereka berani keluar rumah dan 
melakukan aktivitas biasanya. Dalam pendampingan terhadap korban 
kekerasan seksual berbeda-beda antara korban satu dengan yang lainnyaDinas 
PPKB dan P3A dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan 
seksual dengan cara mengidentifikasi kondisi korban tersebut, dari itu pihak 
Dinas PPKB dan P3A dapat melakukan tindakan apa yang bisa diambil untuk 
memulihkan truma korban.  
Dengan adanya pendampingan dari Dinas PPKB dan P3A anak korban 
kekerasan seksual tidak merasa sendiri dalam menyelesaikan masalah pribadi 
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yang dialami sehingga peran dan upaya perlindungan anak sebagai wujud 
penerapan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak dan pemenuhan hak-hak anak yang termasuk bagian dari hak asasi 
manusia (HAM), indonesia sudah meratifikasi KHA melalui keppres Nomor: 
36 Tahun 1990 dan Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak.Sehingga adanya lembaga formal seperti 
Dinas PPKB dan P3A hingga para korban kekersan kaitanya kekerasan 
terhadap anak menjadi lebih berkurang dengan memberikan perlindungan 
terhadap koban dan melanjutkan kepada tindakan melawan hukum bagi 
pelaku kriminal terhadap anak. 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk perlindungan terhadap 
anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu dengan dibentuknya Dinas 
PPKB dan P3A lembaga penting dalam perlindungan bagi anak korban 
kekerasan. Sehingga dengan adanya peran pemerintahan melalui Dinas PPKB 
dan P3A dapat menjamin pemenuhan hak-hak korban dan pencegahan 
meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak. 
 
B. Respon Keluarga Terhadap Peran PPKB dan P3A dalam memberikan 
Perlindungan anak korban kekerasan seksual 
Perlindungan anak merupakan bagian dari hukum Internasional dalam 
hal pemenuhan hak-hak anak yang termasuk bagian hak asasi manusia 
(HAM), indonesia sudah meratifikasi KHA melalui keppres Nomor: 36 
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Tahun 1990 dan Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak.  
Indonesia yang sudah terikat secara moril dan yuridis 
mengimplikasikan KHA berupa Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
Dalam undang-undang tersebut permasalahan perlindungan anak 
merupakan bagian dari bentuk-bentuk tindakan seksual pada anak, merupakan 
bagian dari perlindungan khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung 
jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain untuk 
memberikan perlindungan kepada anak.  
Sebagai mana diatur dengan peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 
tentang pembagian pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi 
dan pemerintah kabupaten atau kota, menjadikan perlindungan anak menjadi 
urusan wajib ditingkat provinsi dan dikabupaten atau kota. Hal ini diperkuat 
dengan adanya Undang-undang perubahan perlindungan anak agar 
pemerintah daerah ikut melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional.  
Melalui Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
permasalahan perlindungan anak tidak terkecuali anak yang mengalami 
kekerasan seksual menjadi tanggung jawab dan kewajibannya agar anak-anak 
dikabupaten atau kota tidak ada yang kehilangan hak-haknya. Untuk itu, 
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langkah utama yang harus dilakukan dengan menyusun rencana aksi daerah 
kabupaten atau kota Layak Anak.   
Dengan begitu, pemerintah kabupaten atau kota memberikan peluang 
besar kepada anak dalam mengakses fasilitas kota, kesehatan, pendidikan, 
jaminan perlindungan baik fisik maupun psikis sehingga anak bebas dalam 
berkembang menjalani kehidupannya secara wajar. Ini bisa diwujudkan 
dengan adanya komitmen dari semua elemen pemerintah maupun masyarakat. 
Respon keluarga korban terhadap peran Dinas PPKB dan P3A dalam 
memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual dinilai positif  
masyarakat dalam memberikan upaya perlindungan bagi korban kekerasan, 
dalam hal ini dapat kita lihat beberapa pemaparansebagai berikut : 
Menurut reponden 1: Bahwa peran yang diberikan terhadap anak 
korban kekeasan seksual,  keluarga Y meresponbaik terhadap peran yang 
diberikan, karena anaknya diberikan perlindungan yang sesuai dengan 
kebutuhan anaknya. Dengan cara anaknya diberi kerohanian dan motivasi. 
Sehingga anaknya untuk sekarang ini sudah melakukan aktivitas seperti 
biasanya. Rasa malu, takut akan rasa salah sekarang sudah hilang dan untuk 
sekarang sudah mempunyai anak dan mau membesarkan anaknya dengan 
penuh kasih sayang. 
Menurut responden 2: Peran yang diberikan terhadap anak korban 
kekerasan seksual, respon keluarga merespon positif, dari pelayanan 
kesehatan yang diberikan, dari proses hukum mendampingi dipersidangan 
sampai proses persidangan selesai, memberikan kerohanian serta memberikan 
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motivasi,memberikan bantuan pendidikan, berkunjung kerumah untuk 
memberikan motivasi agar keluarga korban bisa melakukan aktivitas seperti 
biasanya. Dengan hal tersebut keluarga korban mengucapkan banyak terima 
kasih telah berpartisipasi dalam memberi perlindungan terhadap anaknya dan 
motivasi untuk keluarga korban. Dengan demikian atas peran yang diberikan 
Dinas PPKB dan P3A terhadap korban sudah sesuai dengan yang diinginkan 
korban. Dengan anaknya yang dulunya pediam sekarang sudah mulai 
tersenyum bahkan sudah berkomunikasi seperti biasanya dan sudah mulai 
ceria kembali, 
Menurut responden 3: Peran yang diberikan terhadap anak korban 
kekerasan seksual, respon keluarga merespon baik dalam hal pendampingan, 
motivasi, kerohanian dan kunjungan kerumah. Pendampingan yang dilakukan 
pada saat di pengadilan  pendampingannya sampai proses pengadilan selesai 
disitu diberikan motivasi dan kerohanian untuk korban dan keluarganya. 
Kunjungan kerumah dilakukan untuk melihat kondisi korban dan keluarganya 
dan memberikan motivasi supaya korban dan keluarganya dapat melakukan 
aktivitas seperti biasanya atau seperti dahulunya sebelum peristiwa itu terjadi. 
Menurut keluarga korban peran yang diberikan sangat membantu keluarga 
korban karena keluarga dan korban merasa ada yang melindungi dan ada 
yang mempedulikan. Untuk sakarang korban traumanya sudah mulai hilang 
meskipun tidak sepenuhnya seperti dahulu.  
Oleh karena itu perlindungan korban kekerasan seksual di Wonogiri 
salah satunya dilaksanakan oleh lembaga formal yaitu Dinas PPKB dan P3A, 
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Peran yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A dalam memberikan pelayanan 
dan pendampingan kepada korban sudah sesuai dengan perannya sebagai 
lembaga perlindungan anak. melaksanakan pendampingan bagi anak korban 
kekerasan seksual dengan mengembalikan keceriaan mereka seperti semula  
melalui beberapa tahap untuk merubah trauma seperti memberikan upaya 
perlindungan dengan adanya motivasi, kerohaniandan home visit.Sehingga 
para korban kekerasan menjadi terlindungi. Berdasarkan 3 Responden yang 
saya wawancara untuk keceriaannya sudah membaik walaupun tidak seceria 
dahulu, untuk saat ini para korban sudah melakukan atau beraktivitas seperti 
biasanya selayaknya usia mereka untuk yang sudah mempunyai anak mereka 
mengurusi anaknya membesarkan sendiri tanpa seorang ayah. Dan untuk yang 
belum mempunyai anak atau yang masih duduk di SD bahkan TK mereka juga 
melanjutkan sekolah agar pendidikannya tidak putus. Peran Dinas PPKB dan 
P3A mendapat respon baik dari korban dan keluarga korban. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari beberapapenjelasan dan analisis di atas peneliti dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dinas PPKB dan P3A dalam menjalankan Peran dan Fungsinya terhadap 
korban kekerasan telah menunjukkan bahwa peran yang dilakukan sudah 
sesuai dengan perannya. Adapun bukti kongkritnya memberikan 
perlindungan terhadap korban kekerasan berupa Pencegahan dan 
Penanganan.Sedangkan peran dari lembaga Dinas PPKB dan P3A adalah 
sebagai lembaga formal yang bertujuan untuk melindungi anak, dengan 
adanya upaya perlindungan seorang anak dari korban kekerasan bisa 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhannya, 
misalnya dari segi hukum mereka didampingi oleh lembaga hukum yang 
berberwenang dalam hal tersebut. Dari segi psikis didatangkan psikiater 
dan kerohanian untuk dapat mengembalikan keadaannya untuk sedia kala. 
Dari segi rehabilitasi melakukan pemberdayaan melalui pendidikan, 
melalui agama dengan diberikan pemantapan agama oleh kerohaniawan 
dan pemberian keterampilan. Dari segi pemulangan dilakukan dengan 
home visit yaitu kunjungan kerumah agar korban bisa bersosialisasi 
dengan masyarakat.  
2. Peran yang dilakukan  oleh Dinas PPKB dan P3A mendapat respon baik 
dari keluarga korban kekerasan, atas  pendampingan dipengadilan maupun 
 
91 
92 
 
 
 
di kepolisian sehingga anak kedorong untuk keberaniaannya dan mau 
berterus terang di ranah pengadilan maupun di kepolisian, mendampingi di 
RS maupun di PUSKESMAS, memberikan pelayanan rehabilitasi dengan 
mengundangkan psikiater maupun kerohanian, serta melakukan home 
visit. upaya baik dari yang telah dilakukan untuk anak dan keluarganya. 
Maka dari itu perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan hal 
ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh perlindungan dari segi 
formal dan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. 
 
B. Saran 
1. Saran yang penulis sampaikan kepada masyarakat adalah “jangan takut 
untuk melaporkan kasus yang dialami kepada pihak yang berwajib 
terutama kepolisian bila melihat atau mengalami kekerasan seksual pada 
anak”. Jika takut melapor pada kepolisian bisa melapor kasus yang 
menimpa anaknya pada Dinas PPKB dan P3A. Penulis yakin bahwa 
Dinas PPKB dan P3A akan senang membantu dan mendampingi.  
2. Sedangkan saran untuk PPKB dan P3A supaya lebih ditambah lagi 
kegiatannya yaitu berkerja sama kepada sekolah-sekolah untuk 
memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kekerasan pada 
anak terutama kekerasan seksual. Langkah preventif ini kiranya penulis 
penting untuk digalakkan lebih giat mengingat kasus kekerasan seksual 
semakin banyak dan generasi muda menjadi korbannya.   
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LAMPIRAN 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A.  Ibu Ririn Riadiningsih 
1. Bagaimana peran perlindungan anak tehadap anak korban kekerasan 
seksual ? 
2. Bagaimana korban dan keluarganya bisa tahu PPKB dan P3A ? 
3. Untuk  layanan pengaduan kebanyakan pengaduan dari mana? 
4. Pendampingan yang dilakukan itu dari mana saja? 
5. Apa fungsi pendampingan pada saat di kepolisian? 
6. Apa fungsi pendampingan di pengdilan? 
7. Untuk layanan kesehatan itu berupa apa? 
8. Bagaimana cara untuk memulihkan korban? 
9.  Rehabilitasi itu apa? 
10. Bagaimana bentuk rehabilitasi ?  
11. Apa fungsi home visit ? 
12. Apakah PPKB dan P3A berkerjasama dengan pihak RS? 
13. Kebanyakan korban berumur berapa ? 
14. Apakah ada pencegahan untuk menghindari hal tersebut? 
15. Bentuk pencegahan seperti apa yang dilakukan yang bagaimana untuk 
pencegahan? 
16. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya korban kekerasan seksual?   
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B. Ibu Sri Sugiarni  
1. Apakah korban dan keluarganya tahu  minta bantauan dari mana?  
2. Bagaimana menurut ibu terhadap peran yang diberikan PPKB dan P3A 
terhadap korban kekerasan seksual ? 
3. Menurut ibu bagaimana respon keluarga terhadap peran dari PPKB dan 
P3A ? 
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C. Korban dan Keluarga Korban X 
1. Bagaimana alur ibu meminta bantuan hukum ? 
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan PPKB dan P3A terhadap korban? 
3. Bagaimana bantuan yang diberikan PPKb dan P3A ? 
4. Apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan ? 
5. Bagaimana respon terhadap PPKB dan P3A ? 
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D. Ibu Korban Y 
1. Bagaimana alur ibu meminta bantuan hukum ? 
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan PPKB dan P3A untuk menguatkan 
korban  ? 
3. Dipersidangan PPKB dan P3A melakukan tindakan yang bagaimana ? 
kerohanian atau motivasi? 
4. Bagaimana cara PPKB dan P3A untuk menghilangkan taruma yang 
dialami anak ibu ? 
5. Apakah dari PPKB dan P3A melakukan home visit atau kunjungan 
kerumah? 
6. Untuk sekarang begaimana kondisi trauma anak ibu ?  
7. Apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan ? 
8. Bagaimana respon ibu terhadap peran PPKB dan P3A ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Keluarga korban Z 
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1. Bagaimana alur bapak untuk minta bantuan hukum ? 
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan PPKB dan P3A untuk menguatkan 
korban ? 
3. Dipersidangan PPKB dan P3A melakukan tindakan yang bagaimana ? 
kerohanian atau motivasi? 
4. Bagaimana cara PPKB dan P3A untuk menghilangkan taruma yang dialami 
anak bapak ? 
5. Apakah dari PPKB dan P3A melakukan home visit atau kunjungan 
kerumah? 
6. Untuk sekarang begaimana kondisi trauma anak bapak ?  
7. Apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan ? 
8. Bagaimana respon bapak terhadap peran PPKB dan P3A ? 
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